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Perampasan harta koruptor untuk dimiskinkan memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin. Pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan tidak mengarah pada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Pada saat koruptor dirampas hartanya maka bukan hanya dia pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya ikut merasakan. Kasus korupsi sudah menjadi masalah yang menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, bangsa, dan Negara. Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan sanksi merampas harta koruptor sebagai hukuman kumulatif ? dan (2) Bagaimana implementasi penerapan sanksi  merampas  harta koruptor dalam putusan-putusan hakim Pengadilan Tindak  Pidana Korupsi saat ini ?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang pertimbangan hakim untuk memberikan sanksi merampas harta koruptor sebagai hukuman kumulatif  dan implementasi penerapan sanksi  merampas  harta koruptor dalam putusan-putusan hakim Pengadilan Tindak  Pidana Korupsi saat ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi khususnya untuk merampas harta hasil  korupsinya, sebelum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perampasan harta koruptor, hakim dapat menerapkan Pasal 39 ayat (1) KUHP yang mengatur aset (barang) apa saja yang dapat dirampas yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dan kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas ;
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